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rakata

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SW'T, penulis telah menye-
lesaikan buku dengan judul Kebijakan Kriminal. Maksud penulisan didorong
oleh keinginan untuk memiliki buku ajar yang dapat digunakan dalam mengasuh
mata kuliah khususnya pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta maupun pada perguruan tinggi yang
lain. Setelah mengasuh mata kuliah tersebut sekian lama, kebutuhan akan buku
pegangan yang dapat digunakan baik oleh pengajar maupun mahasiswa makin
terasa. Buku ini juga dimaksudkan untuk melengkapi buku penulis pertama yang
juga diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika berjudul Menuju Pembaruan Hukum
Pidana. Kedua materinya memiliki kesamaan dalam objek, namun dari sudut
pandang yang berbeda, sehingga kedua buku bersifat komplementer.

Buku ini terdiri atas 9 bab. Bab 1 membahas tentang Kejahatan. Pada bab
ini diuraikan tentang hakikat kejahatan yang dipandang dari sudut hukum,
batasan pengertian baik dari segi hukum, sosial, maupun politik. Kejahatan
dalam hukum pidana dan ilmu-ilmu yang secara khusus berobjekkan kejahatan,
antara lain kriminologi, viktimologi, dan penologi.

Bab 2 menjelaskan tentang Teori-Teori Kriminologi yang menyajikan
teori dengan perspektif individu, lingkungan, dan politik. Bab ini sebagai
penjelasan dari Bab 1 yang menguraikan kejahatan dari sudut teoretik yang
berupa teori-teori kriminologi. Teori kriminologi begitu banyak, tetapi di sini
penulis hanya mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan buku ini.

Bab 3 membahas tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Kejahat-
an meliputi taraf kebudayaan, maksudnya adalah bagaimana respon masyarakat
terhadap kejahatan dipengaruhi oleh taraf kebudayaan yang telah dicapai oleh
masyarakat yang bersangkutan. Respon terhadap kejahatan meliputi respon non
formal, informal, dan formal serta upaya penal dan non penal terhadap kejahatan



vang pada hakikatnyamerapakan hukom tent, ang pencegahan dan penanggulangan
|\L Jahatan,

Bab 1 memaparkan tema pokok tentang, Kebijakan Hukum Pidana yang
mcliputi peristilaban, urgensi, serta pendekatan kebijakan hukum pidana.
Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mer upakan usaha untuk memperbarui
perundang undangan pidana sesuai dengan kebutuhan pada satu saat dengan
mengacu kepada Pancasila sebagai sumber dary sepala sumber hukuam.

Bab 5 menguraikan tentang Teori Teori Pidana. Kebijakan kriminal
sebagai respon terhadap kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
teori-teort pidana mulai dari teori pembalasan, teori tujuan, maupun teori
gabungan. Di samping itu dibahas pula tentang aliran dalam hukum pidana
vang dimulai dari aliran klasik, aliran modern dan neo klasik, serta gagasan

Teori Pidana Indonesia.

Bab 6 tentang Pidana dan Pemidanaan. Bab ini merupakan kelanjutan
dari bab sebelumnya vang secara khusus membahas tentang hakikat pidana
dan pemidanaan berkaitan dengan pidana mati, pidana penjara, dan pidana
denda.

Bab 7 merupakan inti pokok buku ini vang membahas tentang Kebijakan
Kriminal yang dimulai dengan peristilahan dan ruang lingkup kajian, tempat
atau letak kebijakan kriminal dalam struktur ilmu tentang kejahatan, pene-
gakan hukum, serta sistem peradilan pidana.

Bab 8 berisi tema-tema pokok yang menjadi Aspek Pembahasan Kebijakan
Kriminal, misalnya tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana
Korupsi, grasi, remisi, dan pencabutan hak hak politik. Tema-tema yang ditulis
dalam bab ini merupakan contoh bahwa } kebijakan kriminal dapat mengambil
tema-tema lain vang relevan untuk dikaji dengan menggunakan perspektit

Kebijakan kriminal.

Bab 9 merupakan bab penutup yang membahas tentang keterbatasan ke-
mampuan hukum pidana, yang selama ini terdapat kesan scakan-akan semua
masalah kejahatan, hukum pidana adalah satu-satunya jawaban. Pada bab
ini ditunjukkan bahwa hukum pidana merupakan wltinun remidiun, tanpa
harus mengenvampingkan usaha-usaha di bidang hukum yang lain baik yang

bersifat keperdataan maupun hukum administrasi.

Reterbatasan kemampuan hukam pidana disebabkan karena kausa dan

Kondhst terjadinva kejahatan berada di Tuar rngkavan hukom prdana 1y sanping



itu, terdapat kendala-kendala yang berasal dari hukum pidana sendiri dan faktor
stigmatisasi serta prisonisasi. Dengan keterbatasan hukum pidana yang demikian
itu, maka perlu dikenali prinsip-prinsip pembatas dalam penggunaan hukum dan
sanksi pidana. Keterbatasan-keterbatasan itu tidak berarti bahwa hukum pidana
tidak diperlukan. Menurut penulis, sampai sekarang kita belum dapat menemukan
pengganti yang tepat terhadap sarana yang bernama hukum pidana. Oleh karena
itu, hukum pidana tetap dibutuhkan.

Guna menghindarkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan serta
belum ada sarana lain yang dapat menggantikannya, maka Kebijakan Kriminal
sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai objeknya dengan pelbagai
metode pendekatan atau perspektif yang digunakan penulis berkesimpulan
bahwa Kebijakan Kriminal khususnya dan Hukum Pidana pada umumnya
tetap memiliki arti penting dalam upaya pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu karya ilmiah, penulis membutuhkan saran yang bersifat
membangun guna penyempurnaan buku ini pada penerbitan mendatang.
Buku ini dapat sampai kepada tangan pembaca yang budiman salah satunya
adalah berkat bantuan sepenuhnya dari Penerbit Sinar Grafika. Oleh karena itu,
ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan sebesar-besarnya khususnya
kepada sdr. Tarmizi yang menjadi editor buku ini, begitu juga nama-nama lain
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Kepada orang tua penulis, Ibrahim Ali (alm) dan ibunda Asmah penulis
sampaikan hormat yang setinggi-tingginya karena kasih sayang beliau ber-
dualah penulis sampai pada jenjang pendidikan saat ini. Begitu juga kepada
istri tercinta Rita Hariyani, S.H., M.H., kedua ananda Reza Pratama dan Alwan
Rizgi Ramadhan, penulis menyampaikan terima kasih atas pengorbanan yang
tulus diberikan selama ini.

Mudah-mudahan usaha penulis dapat membantu pengembangan ilmu
hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Sesuai dengan tema vang
dibicarakan, buku ini tidak saja dapat digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau
strata satu ilmu hukum tetapi bagi masyarakat luas yang menaruh keprihatinan
terhadap maraknya aksi kejahatan dan perlunya upaya penanggulangannya secara
rasional, penegak hukum maupun lembaga legislasi, buku ini dapat memenuhi
harapan tersebut. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Penulis
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1 KEJAHATAN

A. HAKIKAT KEJAHATAN

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak
diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, k2jahatan telah mulai ada
dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil
yang diabadikan dalam kitab suci. Kejahatan senantiasa ada dalam masyarakat.

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-
benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.
Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas.
Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka
kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan
demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan pelbagai cara, tidak
mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar
hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya
seperti penipuan, penggelapan, dan bahkan pembunuhan.

Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang
ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi
yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau
menang sendiri, kerasnya pesaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat
atau fair sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada
masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor
kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan
sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu. Akan tetapi be-

berapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan oleh kemakmuran. Kejahatan
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VU TEORI-TEORI

KRIMINOLOGI

PERGESERAN PARADIGMA

Teori dimaksudkan sebagai landasan pemikiran ilmiah tentang objek yang

dijelaskannya. Setiap teori senantiasa dilandasi oleh paradigma-paradigma

tertentu yang menunjukkan perspektif teori yang disepakati oleh komunitas

ilmiah dalam satu saat tertentu. Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah

suatu pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject

metter) dari suatu cabang ilmu.

Di bidang kriminologi muncul beberapa macam paradigma guna menjelas

kan fenomena kejahatan, paradigma dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

ekonomi, sosial, politik, dan bahkan ideologi suatu bangsa.! Paradigma itu adalah

sebagai berikut.

L.

Paradigma atau perspektif yang menekankan pada sebab-sebab kejahatan dari
individu. Dalam paradigma ini, diasumsikan bahwa tipologi penjahat dapa
dibedakan dengan orang-orang bukan penjahat. Paradigma kriminologi
digunakan untuk menjelaskan hakikat mendasar perbedaan-perbedaan
tersebut. Paradigma ini lebih menekankan kepada penjelasan tentang,
kejahatan dari sudut etiologi yang bersifat antropologis atau biologis atau
bahkan psikologis. Teori yang dikemukakan oleh C. Lombroso, Kretchsmet
sampai Sigmund Freud mewakili paradigma ini.

Paradigma yang menekankan pada kondisi-kondisi sosial yang menye
babkan seseorang melakukan kejahatan atau menjadi penjahat. Kejahatan
dan penjahat dipandang sebagai produk normal masyarakat. Teori seperti

1 Soerjono Soekanto, Henki Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, Krtminologi Suatu Pengantar,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, him. 53




Bab

Ez PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
KEJAHATAN

A. TARAF KEBUDAYAAN

Hukum pidana merupakan pencerminan kebudayaan suatu masyarakat. Begitu
juga reaksi yang dilakukan untuk menanggulanginya merupakan cara-cara yang
menggambarkan tarat perkembangan kebudayaan yang telah dicapai oleh suatu
bangsa.

Pada awalnya, pencegahan dan penanggulangan atau respon terhadap ke
jahatan merupakan otonomi masyarakat untuk menentukannya. Van Hattum
menyatakan bahwa tiap-tiap penyerangan terhadap kepentingan hukum (tindak
pidana) pada hakikatnya merupakan serangan terhadap perseorangan atau ke
lompok tertentu, kelompok itu pula yang kemudian diberi “kewenangan” untuk
melakukan reaksi terhadap pelaku guna mengembalikan keseimbangan akibat
dilanggarnya kepentingan hukum. Tidak dipersoalkan apakah si pelanggar
berasal dari kalangan sendiri atau kelompok lain.'

Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang oleh masyarakat ketika it
merupakan suatu peletusan hebat rasa marah dan malu (hilang muka), artinya pem
balasan merupakan ekspresi dari rasa marah maupun malu akibat dilakukannya
suatu tindak pidana. Pada fase ini hukuman masih dipandang sebagai upaya yang
disebut dengan pembalasan darah (bloedwraak) antara kelompok atau masyarakal
tertentu.

1 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Suatu Pengantar Hukum Pidana wniul
Tingkat Pelajaran Sanjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum, Penerbit Uik
versitas, 1958, him. 59. Juga dua buah buku olah Andi Zainal Abidin Farid, Asas-Asas Hukim
Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987, him. &, dan Hukum Pidana |, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007, him. 5
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KEBIJAKAN HUKUM
PIDANA (CRIMINAL LAW
POLICY)

A. PERISTILAHAN

Istilah Kebijakan Hukum Pidana lazim juga disebut dengan Pembaruan
Hukum Pidana. Kebijakan berasal dari istilah Inggris policy yang berarti kebi
jakan yang harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Istilah policy sering juga
dikaitkan dengan politik sehingga pembaruan hukum pidana disebut juga
dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagal
upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai
dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat
Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan
penegakan hukum di Indonesia.'

Dalam Black Law Dictionary, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan
hukum pidana (criminal policy) merupakan cabang dari (ilmu) hukum pidana
vang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (the branch of criminal
science concerned with protecting against crime). Frasa “berkaitan dengan”
maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat
terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, atau pembaruan hukum
pidana, begitu juga dengan kebijakan formulatif dan kebijakan perundang
undangan, merupakan istilah yang sinonim, yang merupakan salah satu pet
masalahan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar
hukum di Indonesia merupakan penerusan dari sistem hukum sebelumnya,
Dengan alasan untuk mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum), ketentuan

1 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KU
Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, him, 26
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)5 TEORITEORI PIDANA

. TEORI-TEORI PIDANA

Relativitas Tujuan

ya penanggulangan terhadap kejahatan merupakan problematik yang klasik.
gan kata lain, apakah terhadap kejahatan harus diberi sanksi? Jawaban-
l tentu saja “ya’ karena tidak seorang pun dibenarkan untuk menimbulkan
ian pada orang lain atau menimbulkan keresahan umum dan gangguan
dap ketertiban. Hukum pidana salah satunya berfungsi untuk menjaga
tiban umum. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang menimbulkan
ktertiban umum harus diberi sanksi.

Pada mulanya, terhadap pelanggaran hukum, pihak korban dapat menuntut
ku untuk bertanggung jawab. Salah satunya dengan ganti kerugian. Pe-
Jahatan dihukum dengan ganti kerugian tidak dipersoalkan jenis tindak
yang dilakukan. Besarnya ganti kerugian ditentukan menurut perkiraan
« Dengan Kata lain, makin lama besarnya ganti kerugian itu semakin
kat sehingga tidak dapat lagi dipikul oleh pelaku.

lenjak saat itu, hukuman tidak lagi merupakan masalah privat tetapi
tanggung jawab negara untuk menjatuhkankannya. Menurut Beysens,
memikul tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana karena hal berikut.
h menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan untuk mempertahankan
tertib masyarakat atau ketertiban negara. Berdasarkan hal itu, negara
ik untuk membalas pelanggaran tersebut dengan jalan memberikan

eritaan yang bersifat pembalasan.



PIDANA
DAN PEMIDANAAN

. PIDANA

dang hukum pidana merupakan bidang vang spesifik dibandingkan bidang
kum lain seperti hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Keis-
ewaan hukum pidana terletak pada sanksinya vang khas. Sanksi pidana
alu merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang dikenakan terhadap
langgarnva.

Ungkapan bahwa hukum pidana diibaratkan sebagai pisau bermata dua
‘mana satu sisi bisa digunakan untuk kepentingan vang berbeda dengan sisi
g lainnya. Bahkan terdapat ungkapan bahwa hukum pidana ibarat pisau
g “mengiris daging sendiri”. Ungkapan itu menunjukkan apa yang dimaksud
gan hukum pidana tidak lain dari cabang (ilmu) hukum yang hanya melulu
mbicarakan sanksi. Strafrecht dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan
gan hukum tentang hukuman atau hukum hukuman (straf = hukuman atau
ana dan recht = hukum).

Salah seorang ahli, yakni Moelvatno kurang setuju dengan istilah konven-
al di atas, beliau malahan menyetujui istilah non konvensional, vaitu “pidana”
uk menggantikan kata straf dan “diancam dengan pidana” untuk mengganti-
kata wordt gestraft. Dengan demikian, dihukum menurut Mulyatno berarti
rapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Dengan demi-
v "hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya
luas daripada pidana, sehab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan
um perdata

Muladi dan Barda Nowawl Aviol, Teon Toor darn Kebyakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984
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7 KEBIJAKAN KRIMINAL
PENAL POLICY)

A. PERISTILAHAN ATAU RUANG LINGKUP

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari penal policy (Inggris).
Ungkapan ini lebih sempit apabila diperbandingkan dengan criminal (law)
policy atau kebijakan hukum pidana yang telah dibahas pada Bab 4 lalu.
Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi
dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.' Kebijakan kriminal di
samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pende
katan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana “non penal” melalui pelbagal
usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha
penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum per
data serta hukum administrasi, dan sebagainya.” Menurut Muladi, pencegahan
kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.
Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit,
lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang jupa
disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan
metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupi
pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan funyal
dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan
dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakin
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badai

resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.”

1 Muladi. Demokratisasi. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Tho Habililg
Centre, Jakarta, 2002, him. 182

2 Ibid.
3 Soedarto, Kapita Selokta Hukaor Pridana, Alamni, Bandung, 1981, him 13
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‘ BEBERAPA ASPEK
KEBIJAKAN KRIMINAL

A. PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI

Memasuki dasawarsa kedua, khususnya setelah reformasi 1998, tindak pidana
korupsi (TPK) bukan menjadi surut bahkan semakin menjadi-jadi. Semula
diduga dengan melakukan reformasi di sektor hukum dengan memperbarui
undang-undang korupsi termasuk membentuk lembaga anti korupsi TPK akan
berkurang atau bahkan habis. Kenyataannya negara seakan kewalahan meng
hadapi korupsi yang hampir merata dan melibatkan penyelenggara negara, ada
polisi, jaksa, hakim advokat, dan pejabat pemerintahan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa korupsi telah menjadi wabah yang bersifat sistemik.
Gerakan mahasiswa yang berujung pada tumbangnya Orde Baru, karena
ditengarai dipenuhi oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), meru
pakan awal kelahiran Orde Reformasi menggantikan politik sebagai panglima
yang dijalankan ketika itu menuju paradigma hukum sebagai panglima. Tapi apa
hendak dikata, praktik korupsi kian marak, dan melibatkan tokoh-tokoh sentral
yang seharusnya berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, mantai
Kapolri, Kakorlantas, jaksa, hakim, anggota DPR(D), dan banyak yang lain,
terakhir seorang ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan tindak pidana

vang seharusnya pantang dilakukannya.
yang p g )

1. Korupsi yang Makin Marak
Sebagai negara yang menganut prinsip rechitsstaat atau the rule of law, fenomeny
korupsi itu menjadi batu penguji untuk membuktikan bahwa sarana hukui

saja tidak cukup untuk memerangi praktik tidak terpuji itu.
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Ei URGENSI KEBIJAKAN
KRIMINAL

A. KETERBATASAN HUKUM PIDANA

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi masalah-masalah
kejahatan merupakan faktor yang mendorong lahirnya kebijakan kriminal.
Masalah kejahatan yang kompleks baik menyangkut motivasi dilakukannya per
buatan, tujuan, modus operandi yang selalu berubah-ubah menyebabkan kejahatan
sulit dikendalikan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan rasional agar kejahatan
tetap berada dalam batas-batas toleransi.

Semenjak kelahirannya, hukum pidana merupakan salah satu sarana dalam
menanggulangi masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa bidang-bidang
hukum lain seperti hukum perdata maupun hukum administrasi negara tidak
dapat dikesampingkan fungsinya untuk bersama-sama menanggulangi masalah
kejahatan. Saat sekarang ada kekeliruan pandangan bahwa hukum pidana sebagal
sarana yang ampuh (obat mujarab) yang dapat digunakan oleh negara untuk
mengikis habis fenomena kejahatan.

Pada bab-bab terdahulu telah digambarkan bahwa kejahatan merupakan
fenomena yang kompleks dan terlalu sederhana apabila diserahkan kepada hukum
pidana untuk menanggulanginya. Kesalahpahaman yang demikian itu tampak
dalam berbagai kebijakan perundang-undangan yang mencantumkan “keten
tuan pidana” untuk menunjang efektivitas dilaksanakan peraturan perundany,
undangan dimaksud. Apabila fenomena legislatif itu tidak dikendalikan secara
rasional, akan menimbulkan krisis kelebihan hukum pidana (overcriminalization)

dan pelampauan kewenangan dalam penegakan hukum.

Setiap peraturan perundang undangan yang mencantumkan “ketentuan

pidana” selalu membawa konsckuensi lahirnya lembaga lembaga bara dan beban
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Selatan, 10 Februari 1962

Pekerjaan - Dosen Program Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran”
Jakarta

Kegiatan :

= Selain melaksanakan tugas pokok mengajar baik di lingkungan UPN

“Veteran” Jakarta maupun Universitas Muhammadiyah Palembang.

Mengikuti kegiatan seminar hukum tingkat nasional maupun daerah.

Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

i

Saat ini menjabat Wakil Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Krimino-
logi (MAHUPIKI) wilayah DKI Jakarta.

> Mengasuh mata kuliah Hukum Pidana (pada strata 1) dan Kebijakan
Kriminal (di strata 2).



KEBLJAKAN
KRIMINAL

Kebijakan hukum pidana (criminal law policy), politik hukum pidana atau
pembaruan hukum pidana lebih ditekankan kepada perubahan peraturan
perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada
satu saat dan waktu tertentu. Sebagai sebuah kebijakan/ policy, badan perun-
dang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan
untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih baik, sekaligus
sebagai garis-garis kebijaksanaan dalam menentukan langkah penegakan
hukum sebagai usaha untuk mengkonkretisasikan aturan hukum yang telah
dibuat tersebut.

Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi,
pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-
teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek
kebijakan kriminal, dan urgensi kebijakan kriminal

Buku ini tidak saja dapat digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau strata
satu ilmu hukum, tetapi bagi masyarakat luas yang menaruh keprihatinan
terhadap maraknya aksi kejahatan dan perlunya upaya penanggulangannya
secara rasional, penegak hukum maupun lembaga legislasi, buku ini dapat
memenuhi harapan tersebut.

: - Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum.
" Pekerjaan: Dosen S-1, S-2 UPN, dan S-2 UMP serta mantan Anggota
/ Komisi Kejaksaan Rl (2006 = 2010). Pendidikan Doktor llmu Hukum
v (83). Rumah: JI Adhyaksa VIIl No D-49 Lebak Bulus, Jakarta Selatan
12440.
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